BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 202 /DPMD/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR INDUK PERANGKAT DESA SELUAS
KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG

Menimbang: a.

Mengingat :

1.

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati
Bengkayang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Nomor Induk
Perangkat Desa, setiap Perangkat Desa wajib memiliki Nomor
Induk Perangkat Desa (NIPD), sehingga dipandang perlu
memberikan (NIPD) kepada perangkat desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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5.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia
Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1223);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 50);

10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Nomor Induk
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Memberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada Perangkat
Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU berlaku selama yang bersangkutan menjabat
sebagai Perangkat Desa.

Perangkat Desa yang mutasi antar jabatan Perangkat Desa dalam
Pemerintah Desa tetap menggunakan NIPD yang telah ditetapkan.



KEEMPAT : NIPD menjadi dasar pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan
lainnya yang sah bagi Perangkat Desa.
KELIMA i Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI BENGKAYANG
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TEMBUSAN :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat

Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Barat;

Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;

Inspektur Kabupaten Bengkayang;

Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;

Camat Seluas.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR

TANGGAL

© 17 MARET 2025
TENTANG

: 202 /DPMD/TAHUN 2025

PEMBERIAN NOMOr 1ivwun rurcavanAT DESA SELUAS KECAMATAN

SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR NOMOR INDUK PERANGKAT DESA SELUAS KECAMATAN SELUAS

NO. NAMA TEMPAT / TANGGAL LAHIR PENDIDIKAN | TAHUN PENGANGKATAN JABATAN NIPD
1. | IWAN KURNIA, S.E SELUAS/17 FEBRUARI 1978 8.1 2017 SEKRETARIS DESA 6107052001 1978 2017 1 01
2. | NGALIH PIJU/15 MARET 1981 SMU 2019 KEPALA URUSAN PERENCANAAN 6107052001 1981 2019 1 02
3. | LUSIA PEREGES/01 DESEMBER 1996 SMA 2016 KEPALA URUSAN UMUM 6107052001 1996 2016 2 03
4. | ALPIANUS, S.Kom PLJU/03 NOVEMBER 1989 S.1 2018 KEPALA URUSAN KEUANGAN 6107052001 1981 2018 1 04
5. | ELISABET, A.Md PLJU/25 MARET 1991 DIPLOMA 111 2019 KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN 6107052001 1991 2019 2 05
6. | ELINA NAZURA, S.Pd SELUAS /02 APRIL 1995 8.1 2019 KEPALA SEKSI KESEJAHTZERAAN 6107052001 1995 2019 2 06
7. | AJIJUL KARNAEN, S.Pd BUMBUNG/07 APRIL 1992 S 2021 KEPALA SEKSI PELAYANAN 6107052001 1992 2021 1 07
8. | MAKMUS PRIMA ANGGLS.Tr.Par. SELUAS/04 MARET 1997 S.1 2024 KEPALA DUSUN SELUAS 6107052001 1997 2024 1 08
9. | URBANUS UTON PLJU/15 JULI 1971 PAKET C 2019 KEPALA DUSUN PISANG 6107052001 1971 2019 1 09
10. | BASRI, S.Pd.K PEREGES/ 14 MEI 1984 S.1 2019 KEPALA DUSUN PEREGES 6107052001 1984 2019 1 010
11. | ABRAHAM PLIU/21 MEI 1975 SMA 2017 KEPALA DUSUN PIJU 6107052001 1975 2017 1 011
12. | SUPARDI PENGOK/26 AGUSTUS 1991 PAKET C 2024 KEPALA DUSUN SINAR GALIH 6107052001 1991 2024 1 012
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